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INTISARI

Menurut UUPA, HGB yang telah berakhir jangka waktunya haknya
menjadi hapus dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara
Berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998, HGB yang tefah berakhir
jangka waktunya yang dipergunakan untuk rumah tinggal dapat langsung
diberikan hak miliknya melalui perubahan hak dan dilakukan tanpa adanya
pemeriksaan lapangan. Penelitian aspek hukum perubahan hak atas tanah ini
ingin mengkaji status tanah HGB yang telah berakhir jangka waktunya, sehingga
dapatdiberikan hak milik berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998 dan
kesesuaian antara pelaksanaan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun1998 yang
menyatakan tidak adanya pemeriksaan lapangan dengan Sistem Hukum Tanah
Nasional (UUPA).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-kualitatif.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer
sebagai data penunjang, kemudian dianalis secara kualitatif. Penelitian ini
dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini,
menggunakan teknik Purposive Sample. Untuk memperoleh data digunakan
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis
datanya menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Data yang
diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan kemudian dideskripsikan dengan kata-
kata atau kalimat menurut pembahasannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah HGB yang telah
berakhir jangka waktunya sebelum didaftarfcan berdasarkan KMNA/Ka.BPN
Nomor 6 Tahun 1998 adalah: HGB atas tanah Negara kembali menjadi tanah
negara yang kepadanya diberikan prioritas kepada bekas pemegang haknya
yang memenuhi beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan hak milik,
pemberian prioritas tersebut dengan syarat yaitu tanah tersebut dikuasai secara
nyata dan dipergunakan sendiri secara aktif dan efisien oleh bekas pemegang
hak serta tidak terkena proyek untuk kepentingan urnum. HGB atas tanah HPL
kembali ke pemegang HPL semula dengan status tanah HPL dengan
persetujuan pemegang HPL dapat diberikan hak milik kepada bekas pemegang
haknya. Hak milik di atas HPL berarti pemegang HPL telah memberi kekuasaan
kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya secara penuh dengan
demikian kekuasaan pemegang HPL menjadi hilang dengan sendirinya.
Pendaftaran perubahan hak atas tanah berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6
Tahun 1998 yang langsung dapat meningkatkan haknya dari HGB yang telah
berakhir jangka waktunya menjadi Hak Milik (pemberian langsung hak milik)
secara hukum dapat diterima. Hak yang telah berakhir jangka waktunya dengan
sendirinya haknya menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara, sehingga
dapat dimohonkan hak atas tanahnya yang baru. Pelaksanaan KMNA/Ka.BPN
Nomor 6 Tahun 1998 yang menyatakan tidak adanya pemeriksaan lapangan
belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Tanah Nasional (UUPA) dan
peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut, dilihat dari substansi pasal 1 butir (1)
humf b yang menyatakan bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk rumah
tinggal namun dalam persyaratan permohonannya hanya ditunjukkan dengan
adanya 1MB. 1MB tersebut tidak dapat memberikan gambaran tentang
penggunaan senyatanya di lapangan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

merupakan landasan konstitusional dalam menetapkan kebijakan

agraria. Sebagai penjabarannya, maka dikeluarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan sebagaimana

tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa wewenang yang bersumber

pada Hak Menguasai Negara digunakan untuk mencapai sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

Konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah komunalistik

religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual

dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung

unsur kebersamaan (Boedi Harsono, 2003:229). Penguasaan hak

atas tanah yang bersifat pribadi dapat diberikan dengan hak-hak atas

tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA. Hak-hak

atas tanah tersebut mempunyai sifat dan isi yang berbeda-beda,

sehingga untuk memenuhi keperluan tertentu pemegang hak

seringkali memerlukan perubahan hak atas tanah yang dipunyainya

menjadi hak atas tanah jenis lainnya. Perubahan hak atas tanah



pada hakekatnya merupakan penegasan hapusnya hak atas tanah

semula dan pemberian hak atas tanah baru jenis lainnya.

Kebijakan di bidang pertanahan/keagrariaan yang

bemuansa refbrmasi, diantaranya adalah kebijakan perubahan hak

atas tanah. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan kepada

rakyat dalam pemberian jaminan atas kelangsungan penguasaan

tanah untuk rumah tempat tinggalnya dengan status Hak Milik.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, maka diterbitkanlah

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional (KMNA/Ka.BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian

Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal ditindaklanjuti dengan

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 500-3460 Tahun 1999 tentang Petunjuk Lebih

Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah

Untuk Rumah Tinggal.

Keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan

warga negara Indonesia akan kelangsungan hak atas tanahnya

terutama yang digunakan untuk rumah tinggal. Pemberian Hak Milik

atas tanah untuk rumah tinggal sejalan dengan jiwa, semangat dan

ketentuan UUPA yang menyediakan Hak Milik sebagai hak yang

terkuat bagi perseorangan warganegara Indonesia baik untuk

keperluan pribadi maupun keluarganya.



Jika melihat ketentuan tentang Hak Milik seperti yang

terdapat dalam UUPA, maka dapat diuraikan sebagaimana Pasal 20,

yaitu:

(1)Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam pasal 6;

(2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa,

hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik. Dari

ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap penduduk

Indonesia dan sebagai WNI mempunyai hak untuk mempunyai Hak

Milik. Selanjutnya Pasal 50 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa,

ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan

undang-undang. Kepemilikan hak atas tanah dalam hal ini Hak Milik,

memeriukan kebijakan terkait dengan kuasa perundang-undangan

sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) UUPA, sehingga akan jelas

mengenai subyek hak, penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah,

serta hal lain yang memberikan kepastian hukum terhadap seluruh

Warganegara Indonesia umumnya.

Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), daerah ini

mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain.

Warganegara Indonesia non pribumi (warganegara keturunan

China/Tionghoa) yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak

dapat diberikan hak atas tanah dengan Hak Milik melainkan hanya



Hak Guna Bangunan. Hal tersebut didasarkan pada Instruksi Kepala

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.898/I/A/1975

Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada

Seorang Warganegara Indonesia Non Pribumi. Instruksi tersebut

diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

yang secara garis besamya menegaskan bahwa DIY mempunyaii

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk

masalah keagrariaan. Keistimewaan DIY tidak beriaku untuk daerah

istimewa yang lain (daerah Istimewa Aceh). Keistimewaan DIY

diberikan karena semula DIY merupakan kerajaan yang menyatakan

diri secara sukarela sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang kemudian oleh NKRI diberikan kewenangan khusus

untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998 Pasal 1 butir2 hurufb,

menyatakan bahwa tanah Hak Guna Bangunan (HGB)/Hak Pakai

(HP) alas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan

warganegara Indonesia yang luasnya 600 m2 atau kurang dari 600

m2 yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh

bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan

diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang haknya. Mengenai hal

ini, Boedi Harsono (2003: 543-544) berpendapat:



"Dalam keputusan pemberian haknya HGB dinyatakan hapus
dan diubah menjadi Hak Milik. Keputusan ini merupakan
pemyataan hapus secara umum HGB atas tanah untuk rumah
tinggal kepunyaan warganegara Indonesia menjadi tanah
negara, yang luas 600 m2 atau kurang dari 600 m2, dan
sekaligus penetapan pemberian Hak Milik atas tanah tersebut
secara umum. Pemegang hak yang bersangkutan dapat
langsung mendaftarkan Hak Milik tersebut dengan mengajukan
permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Penetapan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal
yang berasal dari HGB yang sudah habis jangka waktunya, asat
tanah yang bersangkutan tidak lebih dari 600 m2 dan masih
dipunyai oleh bekas pemegang hak."

Permasalahan dalam perubahan hakatas tanah sampai saat

ini masih menimbulkan masalah yang menarik untuk dikaji.

Perubahan hak atas tanah bukan hanya menyangkut tata

cara/prosedumya, status hukum hak atas tanah yang akan

berpengaruh pada objek dan subyek hak, melainkan juga berkaitan

dengan akibat hukum dari pelaksanaan perubahan hak atas tanah.

Masalah tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan

pandangan tentang status hak atas tanah yang telah berakhir jangka

waktunya. Hak atas tanah yang berakhir jangka waktunya menurut

ketentuan yang berfaku kembali menjadi tanah negara.

Pasal 34 dan 40 UUPA menyatakan bahwa hak yang telah

berakhir jangka waktunya akan hapus. Hapusnya hak atas tanah

tersebut menyebabkan tanah yang bersangkutan menjadi tanah

negara. Hal inilah yang sering menimbulkan perbedaan pandangan

mengenai status tanah yang telah berakhir haknya. Bagi sebagian

orang kata hapus berarti hilang atau tidak ada hubungan. Dalam



kaitannya dengan hapusnya. hak atas tanah, dapat ditafeirkan

sebagai tidak adanya lagi hubungan antara bekas pemegang hak

dengan hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya,

sehingga tanah yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat lagi

dilakukan peralihan hak maupun perubahan hak atas tanahnya. Hal

tersebut, akan merugikan bekas pemegang hak karena

menghapuskan rasa aman dalam menggunakan tanahnya untuk

rumah tinggal. Permasalahan tersebut muncul karena adanya

perbedaan persepsi tentang status hak atas tanah yang telah

berakhir jangka waktunya.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-3460 Tahun

1999, pendaftaran perubahan hak dilaksanakan tanpa melakukan

perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan HGB terlebih dahulu

dan tidak perlu pula dilaksanakan pengukuran ufang, pemeriksaan

tanah atau pemeriksaan lapangan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga menggunakan

KMNA/KaJ3PN Nomor 6 Tahun 1998 beserta petunjuk

pelaksanaannya dalam pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah

tinggal. Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal melalui

prosedur perubahan hak berdasarkan keputusan ini dilaksanakan

tanpa adanya pemeriksaan lapangan. Berdasarkan fakta yang ada di

lapangan, terkadang penggunaan tanahnya tidak untuk rumah tinggal



tapi untuk Rumah Toko, butik maupun tempat usaha lainnya,

sehingga tanah tersebut kurang sesuai jika diberikan dengan status

Hak Milik. Dengan kata lain, tidak adanya pemeriksaan lapangan

menimbulkan peluang terjadinya penyelewengan dalam

pemanfaatannya, misalnya terkait dengan pemegang haknya,

peralihan haknya maupun kondisi fisik penggunaan tanahnya

sekarang mengingat hak tersebut sudah berjalan selama hampir 20

(dua puluh) tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul "ASPEK HUKUM

PERUBAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL

BERDASARKAN KMNA/Ka.BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl

KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA."

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan

permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimanakah status tanah HGB yang telah berakhir jangka

waktunya sehingga dapat diberikan Hak Milik kepada bekas

pemegang haknya berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun

1998?



2. Apakah pelaksanaan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang

menyatakan tidak adanya pemeriksaan lapangan sesuai dengan

Sistem Hukum Tanah Nasional (UUPA)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

a. status tanah HGB yang telah berakhir jangka waktunya

sehingga dapat diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang

haknya berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998;

b. kesesuaian antara pelaksanaan KMNA/Ka.BPN Nomor 6

Tahun 1998 yang menyatakan tidak adanya pemeriksaan

lapangan dengan Sistem Hukum Tanah Nasional (UUPA).

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

a. masukan serta memberikan pertimbangan dalam rangka

perumusan kebijakan pertanahan bagi Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman, terkait dalam pelaksanaan perubahan

HGB menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal agar dapat

memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian

hukum hak atas tanah;

b. bahan kajian pertanahan tentang hak-hak atas tanah

khususnya perubahan HGB menjadi Hak Milik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Stetus tanah HGB yang telah berakhir jangka waktunya sebelum

didaftarkan berdasarkan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998

adalah:

a. HGB ates tanah Negara kembali menjadi tenah negara yang

kepadanya diberikan prioritas kepada bekas pemegang haknya

yang memenuhi beberapa persyaraten untuk mengajukan

permohonan Hak Milik. Pemberian prioritas tersebut dengan

syarat yaitu tanah tersebut dikuasai secara nyate dan

dipergunakan sendiri secara aktif dan efisien oleh bekas

pemegang hak serta tidak terkena proyek untuk kepentingan

umum.

b. HGB atas tenah HPL kembali ke pemegang HPL semula

dengan"status tanah HPL dengan persetujuan pemegang HPL

dapat diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang haknya.

Dengan diberikannya Hak Milik berarti pemegang HPL telah

memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk

menggunakan haknya secara penuh dengan demikian

kekuasaan pemegang HPL menjadi hilang dengan sendirinya.

120
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c. Pendaftaran pembahan hak ates tenah berdasarkan

KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang langsung dapat

meningkatkan haknya dari HGB yang telah berakhir jangka

waktunya menjadi Hak Milik secara hukum dapat diterima. Hak

yang telah berakhir jangka waktunya dengan sendirinya haknya

menjadi hapus dan tenahnya menjadi tenah negara, sehingga

dapat dimohonkan hak ates tenahnya yang baru.

2. Pelaksanaan KMNA/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang

menyatekan tidak adanya pemeriksaan lapangan belum

sepenuhnya sesuai dengan Hukum Tanah Nasional (UUPA) dan

peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut, dilihat dari substansi

Pasal 1 butir (1) huruf b yang menyatekan bahwa tenah tersebut

dipergunakan untuk mmah tinggal namun dalam persyaraten

permohonannya hanva ditunjukkan dangan adanya !MB. IMS

tersebut tidak dapat memberikan gambaran tenteng penggunaan

senyatanya di lapangan.

B. Saran

1. Pencateten atau pengadministrasian lebih diperjelas antera HGB

yang belum berakhir jangka waktunya dan sudah berakhir jangka

waktunya serta lebih diperjelas pencateten asal tenah HGB

tersebut sehingga lebih mudah dalam penentuan stetus tenahnya;
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2. Agar pefaksanaan pemberian Hak Milik ates tenah untuk rumah

tinggal dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum

maka dalam pelaksanaannya diharapkan tetap mengacu pada

peraturan yang ada.

3. Dengan semakin banyaknya permohonan yang masuk dan

berkembangnya pembangunan perumahan, sekiranya dianggap

periu Kepala Kantor Pertenahan dapat mengeluarkan kebijakan

dengan menambah persyaraten berupa rekening listrik untuk

menghindari kecurigaan bahwa tenah tersebut bukan untuk mmah

tinggal.

4. Untuk pennohonan pendaftaran pembahan hak ates tenah yang

menggunakan 1MB yang telah lama, permohonan yang terletek di

daerah yang berkembang dan daerah yang menunjukkan sdaffya^

indikasi pembahan penggunaan tenah maka periu dilakukan

pemeriksaan lapangan karena kemungkinan telah terjadi

pembahan penggunaan tanahnya.
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